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PRO\/INSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJo TAHUN 2025.2029

DI'NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bt]PATI SIDoAR.IO,

bahu'a untuk ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangrrnan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo T ahun 2025 -2029 t

Undang-Unrlang Nomor 12 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 195O Nomor 4l) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
Dan Daerah Tingkat ll Surabaya dengan Mengubah
Undang-Unclang No. 12 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
No. l6 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, .Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jograkarta
(Lembariln Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 27301;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor l04, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 tentarrg Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ter.tan,g Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (t e mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 4l , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I I Nomor
ft2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O I );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana
telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 'tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 4 I , Tambahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentarrg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2O45 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor I 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6987);
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U. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang
Tahapan, Tata cara Pcnyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor l3 Tahun 2O17 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
lndoncsia Tahun 20 17 Nomor 77, Tambahan lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6O42);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t€ntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O16 Nomor l14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
NomorlS Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O l9 Nomor
I87, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

I I . Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2O l8 tentang
Standar Pelayanan Minimal (l,embaran Negarja Republik
lndonesia Tahun 2O 18 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O 19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presidcn Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O25 - 2O29 (trmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2025 Nomor l9):

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentanB Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2O I 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri t)alam Ncgcri Nomor l2O
Tahun 20lti tentang Pcrubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20l9 Nomor 157);

1.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
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Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan .langka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2O I 7 Nomor 13 12);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2O 19 Nomor I I 14);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2O19 Nomor 9O);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jau,a Timur Nomor lO Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
'l'ahun 2023 2043 (Lembaran Daerah Provinsi .-lawa
Timur Tahun 2O23 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O23 Nomor 123);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2lo24 Lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2o24 Nomor 4 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2O24 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sidoarjo Talllun 2024-2O44 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 124)i

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tan-[]n 2024 tentang Rencana
Pembangunan ,Iangka Panjang Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2025-2O45 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5 Seri D);

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2025-2O29 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2O25 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERA}I TAHUN 2025.2029.

Pasal I
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo.



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RRJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
discbut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.

it. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan.

9. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun u'aktu yang lebih pendek dari
tujuan.

lO. Strategi pembangunan adalah langkah berisikan
programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi.

ll. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai
tujuan.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Ptrsal 2
(ll Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2O25-2029 rnentpakan pcnjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2O25-2O29.

(21 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
T.rhun 2025-2O29 sebagaimana dimaksud Pada ayat (l)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3
Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi:
a. Bab I : Pendahuluan;
b, Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu

Strategis Perangkat Daerah ;

c. Bab lll : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan ;

e. Bab V : Penutup



Pasal 4
Rcncana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2, terdiri atas Rencana
Strategis sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
d. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Tenaga Kerja;
h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana;
j. Dinas Pangan dan Pertanian;
k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
L Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Dinas Perikanan;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. lnspektorat;
v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
y. Badan Kepegawaian Daerah;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Sekretariat Daerah;
bb. Sekretariat DPRD;
cc. Kecamatan Sidoado;
dd. Kecamatan Candi;
ee. Kecamatan Budurani
ff. Kecamatan Wonoayu;
Cg. Kecamatan Krian;
hh. Kecamatan Porong;
ii. KecamatanKrembung;
n. Kecamatan Jabon;
kk. KecamatanBalongbendo;
ll. Kecamatan Tarik;
mm. Kecamatan Taman;
nn. Kecamatan Waru;
oo. Kecamatan Gedangan;
pp. Kecamatan Sedati;
qq. Kecamatan Tanggulangin;
rr. KecamatanT\:langan;
ss. Kecamatan Prcrmbon;
tt. KecamatanSukodono;
uu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Pasal 5
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SIDOARJO,

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2o'25

SDKRETARIS DAE
N SIDO (),

P t)A

0 OA Rl

BERITA DAERAH KAE}UPAI'EN SIDoAR.JO TAHUN 2025 NOMOR 42

rtd

NOREC PERBUP: 42 TAHUN 2025

)

sEr(REIAElril clr

\

'FE_yI+Y



I

3
4
5
6
7
a
9

DATTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2025. 2029

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Sosial;
Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Bercncanai
Dinas Pangan dan Pertanian;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan lnformatika;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Perikanan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pelayanan Pajak Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Kecamatan Sidoarjo;
Kecamatan Candi;
Kecamatan Buduran;
Kecamatan Wonoayu;
Kecarnatan Krian;
Kecamatan Porong;
Kecamatan Krembung;
Kecamatan Jabon;
Kecamatan Balongbendo;
Kecamatan Tarik;
Kecamatan Taman;
Kccamatan Waru;
Kecamatan Gedangan;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOAR,JO
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2025 - 2029

Keluarga

10.
I l.
t2.
13.
14.
15.
16.
17.
la.
19.
20.
2t.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
24.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.



42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kecamatan Sedati;
Kecamatan Tanggulangin;
Kecamatan Tulangan;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Sukodono;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

Mcnimbang
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PERATURAN BU PATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTN NG

PETIUBN HAN RENCANN I(ER.IA I't.]ItAN(IKAT DAEIIAI I TAI.IUN 2O25

DENI}AN IIAIIMATTUtIAN YANG MAHA ESA

I]UPA'I'I SIDoAR.,IO.

a. bahwa sesuai dengan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Neg<-.ri
Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Dvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunarn Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kcrja Pcmerintah Dacrtrh, bahwa Rancangan Akhir Perubahan
lienja l arrg telah rlivcrifik:rsi ditetnpkan dengan Peraturatr
Bupati paling lambat I (sarul bulan setclah Peraturan Bupari
tentang Pcrttbahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
di tetapkan I

b. bahwa bcrdasarkarn pcrtimbangan sebagaimana dimakslrd
clalarn [rurlrl' a, pcrlu mcnctrrpkan P(:raturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kcrja Perangkat Daerah Tahun 2O25;

l. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950 tentang Pembcntukan
Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
'l'imur (Bcrita Ncgar:r Republik Inclonesia Tahun l950
Nomor 4l ), sebagaimana tclarh diubah dengan Unclzrng-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Ferubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabar,'a dan Daerah Tingkat II Surabaya dengern
rncngubah U nclang- Urr<lnng Nomor l2 'l'ahun 19.5O tenl.tng
['t:mbenttrktrrr [)at'rtr h ' l)ir<'ra h Kabupirt<:r'r Dalam Lingkungan
Propinsi Djarva Tir-rrur clatr U ndang- U ncl:r.ng Nomor l6 Tahltn
l95O tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Besar dalutrt
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
cian Dacrah Istinrcwa ,logiakarta (lrmbaran Negara Republik
Indoncsia Talrun l9fr5 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik lndonesia Notlor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tcntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Rcpublik lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Rcputllik lnclonesia Nomor 442 I );

4. Undang-Unclang Nr>mor l2 T:rhun 20 l1 tentang I,embentukan
[)craturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negaru Republik
lndonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubal.r
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
'l'ahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 6uO 1);

5. Undang-Ur:clang Nonror 2l] 'l'alrun 20 l4 tentang Pemerintahan
[)aerah (Lernbaran Negarzr llepublik lnrlonesia 'ferhun 2O l4
Nomor 24, Tambahan [.cmbaran Negara Nornor 55I]7),
scbagaimnna tekrh diubah bebcrapa kali terakhir dengrn
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
[)craturan Pcmerintah P(:ngganti Urrdang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Keda Menjadi Uncl:rng-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 I ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor I 'fahun 2022 tentang Hubungnn
l(ctrangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lcmbaran Negar:r Replrblik lndoncsia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,
'fata cara Pcnyusurr:rn, Pcngendalian dan Evaluasi Pelaksanaarn
llt ncan:r Pcmbanglrnan I)aerah (Lcmbaran Negara Republik
Inclonesia 'Iahun 2008 Nomor 21, Tambaharr L,t'mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 48I7);

8. PeraturErn Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol6 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16
Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), scbagaim{rna telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembar:rn Neg.rra Republik Indonesia Tahtrn 2O l9
Nomor 187, Tambohan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 64O2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O l8 tclltang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahttn
20l8 Nomor 2, Tirmbahan l,crnbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 6l7lt);



1 O, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2()79 tentang
Pengelolaan l(euangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6322);

I l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkclanjutan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O l7 Nomor 136);

12. Pcraturan Presiderr Nomor 80 Tahun 2Ol9 tentang Percepatan
l'cmbangunan Ekonomi di Kiru,asan Gresik-Bangkalarr -

Mojokerto-Surabaya-Sicloarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-
1'engger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara ltepublik lndonesia Tahun 2O l9
Nomor 225);

i3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O2O Nomor 57);

14. Pcraturan Prcsiden Nomor 12 Tahun 2O25 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2025 Nomor l9);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
D:rerah, scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 'l'ahun 20 I I tentang Perubahan atas
Pr:raturan Mcnteri l)alernr Ncgeri Nomor l5 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 I I

Nomor 927);
16. Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang

Pcmbentukan Prodr-rk l{ukum Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 20lS Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 20l8
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor U0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
I)aerah (Bcrita Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 20 I 8
Nomor I .57);

17. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang
Tata Cirrir Pcrt'nr:an:rarr, Pengcndalian clan Evaluasi
l't:mbangunan Dat--ra]r,'lata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
l)aer:rh tentang Rencanlr Pembangunan .Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
f)aerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 20l7 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 20I8 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di l)acrah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
(Rcrita Nt:gara Republik Inclonesia 'Iahun 2Ol8 Nomor 868);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lOl Tahun 20l8 tentang
Standar Tcknis Pclayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Suh Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik lnclonesia 'l'ahun 2O l8 Nomor 154 l);

20. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I l4
Tahun 2Ol8 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol8
Nomor l6l9);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2l Tahun 2O18 tentang
' Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman

clan Ketertibnn Umtrm di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik lndonesiu'l'ahun 2Ol9 Nomor 158);

22. l)<'raturzrn Mcnteri l)irlirm Nt:gcri Nonror 70'fahun 20l9 tentang
Sistem Informasi Pcmcrintlh Daerah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l1l4);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O 19 tentang
Klasifikasi, Koclifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan l(euangan Daerah (Berita Negara
Tahun 20l9 Nomor 9O);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Tel<nis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Nega ra
Republik Indoncsia Tahun 2O2O Nomor 1781);

25. Peraturan Mcnteri l):rlanr Ncgeri Nomor 59 'lahun 2O2 I tentang
Penerapan Standar Pcla_'-anan Minimal (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 202 I Nomor 1419);

26. Peraturan Mcnteri ['cndidikan, Kebudayaan, Riset clan 'l'eknologi
Nomor 32 'l'ahun 2O22 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal l'enclidik:rrr (lJcritzr Negara ltcpublik Indonesia Tahun
2A22 Nomor 6771i

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor
l3 Tahun 2023 lentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekcrjaan Umum dan Pcrumahan Rakyat (Berita Negara
Rcpublik Indonesia T:rhun 2023 Nomor l0O6);

28. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2O24 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor
2O4l;

29. trcraturan Mcrrteri l)alam Ncgeri Nomor I 2 'l'ahun 2024 tentang
I'ccloman l>crtvustr lt zr t t Rcrrcana Kerja Pemeritltah Dacrah Tahun
2025 (Bcrita Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2O24 Nomor
5a3);

3O. Pcraturan Daerah l'rovinsi ..lawa Timur Nomor 10 Tahun 2O23
tcntang Rencana '['ata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2O23-
2O43 (Lembaran l)acr.rh Provinsi Jawa Timur Tahun 2O23
Nomor 6 Seri D, 'l'ambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 Nomor 123);



Mcnctapkan

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor IOO Tahun 2O23
Tentang Rcncana Pcmbangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2O25 2O16i

32. Peratur:rr1 Dacrah Kabupatcrr Sidoarjo Nomor I I Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor I Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
clengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6
Tahun 20l8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoa{o Nomor I I Tahun 2076 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembararr Daerah Kabupaten Sicloarjo Tahun 20 16
Nom<;r I Scri C, 'l'ambahan L,embararr Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 88);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor I Tahun 2O24
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2fJ24 Nomor I Seri B, Tambaharr
Lembaran Dacrah Kabupatcn Sidoarjo Nomor 121);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2O24
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2024 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024
Nomor 3 Scri D, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor I24);

3.5. Peraturan Daerah Kabupatcn Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2O24
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo 'l'ahun 2(J25-2045 (t embaran Daerah
Kabupatcn Sidoarjo 1'ahun 2024 Nomor .5 Seri D, Tambahan
Lemtxrran I):rt rah Kirbtrpaten Sidoarjr> Nor-r.r<>r 126);

3(>. Pe ratur:rn Dacrah l(abupatt'n Sidoa{o Nomor 10 T:lhun 2024
tenLang Sistcm Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2O24 Nomor 7 Scri D, Tantbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 128);

37. Pcraturan Bupati Sicloarjo Nomor 2l 'lahun 2O25 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2l );

MEMU'IUSKAN :

PERATURAN BUPA'I] 'TENTANG PDRUAAIIAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DN DRAI-I TAHUN 2O25.

l)ilsal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalilh Bupati Sicioarjo.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam
penyelenggaraan urusan pemcrintahan yang menjadi
kewenangan <iacrah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kccamatan.

5. Rencana Strutt'gis Perangkat Dererah yang selanjutnya
disingkat Rcnstr.l Pcrarrgkeit Dacrah adalah dokumen
percncanaan Per{lngkat Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O25
Kabupaten Sidoarjo.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer:rh,
yang sclanjutn.v"a disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memu.ll ren(:.lna p<'rrdapat:rn dan bclirnja SKPD atau clokumcn
yang menruot rcrrcana pcndapatan, trcl<rnja, clan Pcmbiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
_vang digunakan scbagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2
(l) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O25 merupakan

penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman
pada Perubahan RKPD Tahun 2O25 dan hasit pengendalian
pelaksanaan Rcnja Perangkat Dacrah Kabupaten Sidoarjo
sampai dengan Trirvulan I tarhun berkenaan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O25 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pen<lahuluan;
BAtai Il : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I

Tahun Berkenaani
BAB III : Rencana Ke$a dan Pendanaan Perangkat

Daerah; dan
BAB lV : Pcnutup

P.rsal 3
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2O25 merupakan

dokumen perencan.ran yang harus dipedomani oleh Perangkat
Daerah dalam me nyttslln Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

[2] Rincian Pcrubalratr Rcrtjrr Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I ), tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcral.urarl
Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tenggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditctspkan cli Sidoarjo
pacla tanggtrl 26 .)uni 2O25

BUPATI SIDOAR.JO,

trd

SUIJANDI

l)iundangkan di Sidoarjo
pacla tanggal 26 \f,,i 2025

S I' I( R E]'ARI S I'RAH
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I]IiI?ITA DAI'RA KABUPA'I'EN SIDOAR.JO 'I'AHUN 2025 NOMOR 2.5

N()IiEO PERIIUP: 25 TAHUN 2O25

SEI{REIARiAI
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4
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7.
u.
9.
lo
l1
t2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOAR.JO NOMOR 25 TAIIUN 2O2S
TDNTANC PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANC}KAT DAERAFI TA}IUN 2O25

DAT.TAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANCKAT DAERAH TA}{UN 2025

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
Perubahan Renja Rumah Sakir Urnum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo;
Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;
Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
Perutrahan Renja Dinas Pcrrrmahan, Permukiman, Cipta Karva, dan Tata
Ruang;
l)erubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Perubahan Renja Dinas Sosial;
Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja;
Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Perubahan Renja Dinas Peml:erdayaan perempuan dan perlindungan Anak,
Keluarga Berencana;
Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian;
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
I)erubahan Renja Dinas Perhr-rbungan;
l)erubalran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Perubahan Renja Dinas Kopcrasi dan Usaha Mikro;
Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintui
Perubahan Renja f)inas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Perubahan Renja Dinas Perikanan;
Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Perubahan Renja Badan Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah;
Perubahan Renja Badan Pelayanan Pajak Daerah;
Perubahan Renja Badan Kepcgarvaian Dacrah;
Perubaha n Renja lnspektorar:
Pcrubah:r n Renjar Kecarmatan Sidoarjo;
Pcrubahan Renja Kecamatan Candi;
Perubahan Renja Kecamatan Buduran;
Perubaharr Renja Kecamatan Wonoayu;
Perubahan Renja Kecamatan Krian;
Pcrubahnn Renja Kecamatan Porong;
Perubahan Renja Kecamatan Krembung;
Perubahan Renja Kecamatan Jabon;
Perubahan Renja Kecamatan Balongbendo;
Perubah:rn Renja Kecamatan Tarik;

13.
14.
15.
t6.
17.
t8.
19.
2rJ.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
24.
29.
30.
rlt.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40,



41.
42,
43.
44.
45.
46.
47.
44.
49.

Pcru bahan
Peru bahan
Pcru[:a]rln
Pcrlrbahar-r
Peru bah a n
Peru bahan
Perubahan
Pcru baha n
Peru bahan

Renja
Renja
Rcnja
llenja
Renjar
Renja
Renja
Renja
Renja

Kecamatan Taman;
Kecamatan Waru;
Kcc{rm:rtan Ccdangarr;
Kccarrratan Scdati;
Kec{rmatan'l'anggulangin;
Kecamatan Tulangan;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Sukodono;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI SIDOARJO,

rtd

SUBANDI



Menimbang

Menginga t

BUPATI STDOARJO
PRO\IINSI JAWA TIMUR

PERATURAN T]U I'ATI SIDoAR.Jo
NOMOR 3)TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

I)EN(iAN RAIIMAl'1'UIIAi\] YAN(i MAI.iA ESA

BUPA'II SIDOARJO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor a6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Percncanaan, Pengerrdalian dan Evaluasi Pernbangunan
Daer;rh, 'l'trta Crtra Evcrluasr Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
Rancangzrn Akhir Rcn.;tr Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat
1 (satu) bulan setel:rh Peraturan Bupati tentang Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemngknt Daerah Tahun 2026;

I Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun I 95O Nomor 4 I l, sebagaimana telah diubah dengan
U nclang U ncteing Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya clengan mengllbah Undang-Undang Nomor l2
Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Unclang-Unclang Nomor 16 Tahun l95O tentang
Pcmbentukan Dacrah-Daerah Kota Besar dalam lirrgkungan
Propinsi Djaw'a Timtrr. Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah lstimeu'a 'logirtkarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun I965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Reput>lik lndont'sia Nomor 273O);

E
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan L,t mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42ub);
Un<lang-Undrrng Nonror 25 Tatrun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l I tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran
Negzrrtr Rcplrblik Inrkrnesia Tahun 20 I I Nomor a2,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undarrg Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Unclang-Undang Nomor 12 Tahun
20I I tentang Pcmbtntukan Perilturan Perundang-Undangan
(Lcmbaran Ncgara Rt'pr-rblik lrrdonesia Tahun 2022
Nomor 143, 1'trmbahan Lembtrran Negara Republik lndonesia
Nomor 68Ol);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara
Nomor .5587), scbrrg:rimana tt'lah diubah beberapa kali
terakhir ctengeir: Unci.rng Undang Nomor 6 Tahun 2C)23
tenlang Penctapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi
Unclang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara
Republik I rrdonesizr Nomor 6856)i
U ndang- U r.rclang Nomor I 'lahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan atrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Ltmbararr Ncgara Rt"publik Inclonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6757);
Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan. Tara t':rrtr Pt'rrvusLtnan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencarnl Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik lnclonesia Tahun 2OO8 Nomor 2 | ,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4817);
Peraturan Pemeritrtah Nomor I 8 Tahun 20 l6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tarhun 20 lf: Nornor I14, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik lnclonesia Nomor 58t17), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2ro19
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor l8
Tahun 2O l6 ter-)tang Perangk;rt Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lcnrbararr Nt:garir Repr-rblik Indonesia Nomor 64O2);
Per{rturan Pemcrin tah Nomor 2 Tahurr 2O 1 8 tentang Standar
Pelayanan Minim:rl (Lembaralr Negara Republik Indonesia
1'ahun 2Ol8 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor Cr l Ttt)l

ti
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1 O. Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (t €mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nom<-rr 6322);

t l. Peraturalt Presiden Nomor .59 Tahr-rn 2Ol7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 17 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2OL9 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan - M ojokcrto- Surabava- Sidoarjo- Lamongan,
Kawasan Bromcl-Tenggcr-Semeru, Serta Kawasan Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 225);

13. Peraturan Presiden Nomor l2 Tahun 2O25 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O25 -
2O29 (Lembaran Ncgar:r Republik Indonesia Tahun 2O25
Nomor l9)i

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O25 Nomor 105);

15. Peraturan Menteri f)alam Negeri Nclmor 15 Tahun 2OO8
tentang Pedoman U mum Pelaksanaan Pengarusutamaan
(icncler Di Dacrah, scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2O I 1

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tarhun 20'l I Nomor 927);

16. Perar uran Mt'ntr:ri Daltrm Ncgcri Nomor 8O Tahun 20 l5
tentang Pembentukan Proclttk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l20 Tahun 2Ot8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Procluk Hukum Daeralr (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nornor 157)l

17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O 1 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peratlrran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Mcncngzrh [)trt'rirlt, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Penrbanguuulr .Iangkzr Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun
20 17 Nomor 13 I 2);

I 8. Pcraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 20 18 tentang
S(andar Tcknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidzrng Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupatcnl'Kota (Be rita Ncgara Rcpublik Inclonesia Tahun
2O l8 Nomor 868);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lol Tahun 2Ol8
tentang Standar 'l'eknis Pelayanan Daaqr pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2O I tt Nomor 154 I ):

20. Peraturrrn Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2Ol8 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2O 18 Nomor l6l9)l

21 . Per.ltur,rn Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 12 I Tahun 2O 18
tentang Stanclar Tckrris Mutu Pclayanan Dasar Sub urusan
Ketentraman dan Keterti ban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 158|;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9
tentang Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik [ndonesiar Tahutr 2019 Nomor I I l4);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19
tentang Klasilikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 20l9 Nomor 9O);

24. Peraturan Menteri Darlam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Neg.{ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2 I
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2O2l Nomor 1419);

26. Peratur.rn Menteri Pcndidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 'lahun 2O22 tentang Standar Teknis
Pelayanirn Minimul Pcnclidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 677);

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2O23 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat
(Berita Negtrra Reptrblik lncionesia Tahun 2023 Nomor lOO6f ;

2a. Peraturan Menteri Keschatan Nomclr 6 Tahun 2024 tentang
Standar Tcknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O24
Nomor 2O4l;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l'2 Ta}run 2024
tent.rng Pedoman Penvusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahurr 2025 (tlerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O24 Nomt.rr 543);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1O Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun
2023- 2C'43 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 Nomor 6 St-ri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
..lzru a 'I'irnttr Tr,rl-rtrrr 2O23 Nomor l23l:

31. Periaturan (iube rlrur Jawr.r Timur Nomor lOO Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2O25 - '2026;



Menetapkan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1I Tahun
20l6 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaterr Sirkrarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
derrgan Pertrt uran f)trt.rtrh Kabupaten Sidoarjo Nomor 6
'l'ahun 2UlE tcnte tg Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor I I Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoa{o Tahun 2Ol6
Nomor I Seri C, Tamtrahan Lrmbaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nom()r tltllt

33. Peraturan D:rerah Kabrrpalt"rr Sidoarjo Nomor I Tahun 2O24
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor I Seri B,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor
r2l);

34. Peraturan l)aerah Kabr.rpaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024
terltarrg RcllCarrer 'fi.rtzr RLlang Wila.yah Kabupaten Sicloarjo
Tahun 2024-2044 {Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2O24 Nom<;r 3 Scri D, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 124);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2O24
tentang Rencana Penrl:angunan Jangka Panjang Daerah
Kabupalen Siclxrrio Tahr-rn 2O25-2O45 (Lembaran Daerah
Kabupater.r Sicloarjo Tahun 2024 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 126);

36. Peraturan Darcrah Kabupaten Sidoarjo Nomor lO Tahun
2024 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah ([rmbaran Daerah
Kat:Llpatcn Sicloarjo Tahun 2024 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lenrbirrart I)trcrirlt liatrrrpirtt'n Sicloarjo Nomor I28l;

37. Peraturan Bupzrti Sido.rrjo Nomor 30 Tahun 2O25 tentang
Rencana Kerjtr Pemerintah Daerah Tahun 2O26 (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2O25 Nomor 3O);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN T]UPA'I'I I'UNTANC RENCANA KER.'A PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan BLlpati ini 1-ang dimaksud dengan :

1. Daerah aclalah K:rtrup:rtcrt Sidoarjo.
2. Pemt:rintarh L)at'ritlr itclal;tlt Pt'mt'rir.rtah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Rr.rpati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sidoarjo dalam
penyelenggaraan urllsan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah. yr,rng terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sckrctari:rt l)t'Rl). Inspcktorat, Dinds Daerah, Badan Daerah
dan Kecarnatatr.



5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Rrnstra PD aclalah dokumen perencanaan Perangkat
Direrirlr urrtlrk prriutl<' tal)Lln 2[J2lt 2029;

6. Rencana Kcrjar Pcmerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Kabupaten Sidoarjo.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.

8. Rcncana Kurja clan Anggaran Sirluan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen y'ang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau clokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsr bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2
(l) Renla Perangkat Daerah Tahun '2026 memuat program,

kcgiatan, lokasi, clan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2O25-2O29 dan RKPD Tahun 2026.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2O26 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (I) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA-SKPD Tahun 2026.

(3) Rincian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mul.ri berlaku pada tangSal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratlrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoa{o
pada tanggal l4 Agustus 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal \A fl6.,,g\" s 2ru25

S DAE
SIDO o,

D

BERITA DAERAH Bt,PATEN SIIX)AR.,IO TAHUN 2()25 NOMOR 32

BU

NoREG PERBUP : 32 TAI{UN 2o2s



1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
9.
10
11

t2

LAMIJIRAN PIJRA'I'URAN tsUPATI SIDOARJO
NOMOR 32 TA}IUN 2025 TENTANG RENCANA
KER.IA PERAN(iKAT DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR RENCANA KER.'A PERANCKAT DAERAH TAHUN 2026

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Renja Dinas Kesehatan;
Renja Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoado;
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;
Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
Renja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang;
Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
Renja Badan Penanggulangan tlencana Daerah;
Renja Dinas Sosial;
Renja Dinas Tenaga Kerja;
Renja Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa;
Renja Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana;
Renja Dinas Pangan dan Pertanian;
Renja Dinas Lingkungan Hidup clan Kebersihan;
Renja Dinas Kependudukan ds,n Pencatutan Sipil;
Renja Dinas Perhrrbtrngan;
Renja Dinas Komunikasi dan lnform:rtika;
Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
Rcnja Dinas Perpustakaan dan Kcarsipan;
Renja Dinas Perikananl
Renja Dinas Perindustrian darn Perdagangan;
Renja Sekretariat Daerah;
Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Renja Badan Pelayanan Pajak Daerahl
Renja Badan Kepcgau aialt l)itt'rirlt;
Renja lnspektorat;
Renja Kecamatan Sidoarjo;
Renja Kecamatan Candi;
Renja Kecamatan Buduran:
Renja Kecamatan Wonoa-\ u:
Renjn Kecamlttalt Krirrrt;
Renj a Kecamatan Porotlg;
Renja Kecamatan Krembung;
Renja Kecamatan Jabon;
Renja Kecamatan Balongbendo:
Renja Kecamatan Tarik:
Renja Kecamatan Taman:

13.
t4.
I5.
16.
17.
18.
19.
20.
2t.
2'2.
zc.
24.
25.
26.
27.
2A.
29.
30.
31.
32.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.



42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Renja
Renja
Renja
Renja
Renja
Renja
Renj a
Renja

Kecamatan Waru;
Kecamatal'l (leclangan;
Kecamatan Sedati;
Kecamatan Tanggulangin;
Kecamatan T\rlangan;
Kccamatan Prambon;
Kecamatan Sukodono;
Badan Kesatuan Bangsa darr Politik.

BUPATI SIDOARJO,

rrd

SUBANDI


